SALINAN

WALIKOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 23 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 04 TAHUN 2009
TENTANG
LARANGAN PEREDARAN GARAM KONSUMSI TIDAK BERYODIUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah
Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2009
tentang Larangan Peredaran Garam Konsumsi Tidak
Beryodium, dipandang sudah tidak sesuai, sehingga
perlu diubah;

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Madiun Nomor 04 Tahun 2009 tentang Larangan

Peredaran Garam Konsumsi Tidak Beryodium;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
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2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-
Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik
Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota
Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209) ;

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3656);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3274);
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8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3244);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang
Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3867);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang
Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4020);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1994 tentang

Pengadaan Garam Beryodium;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



15. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor
42 /M-IND/PER/11/2005 tentang Pengolahan,
Pengemasan dan Pelabelan Garam Beryodium;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010
tentang Pedoman Penanggulangan Gangguan Akibat
Kekurangan Yodium di Daerah;

17. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2009
tentang Larangan Peredaran Garam Konsumsi Tidak
Beryodium (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009
Nomor 2/E);

18. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016
Nomor 1/C);

19. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2017
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kota Madiun (Lembaran Daerah Kota
Madiun Tahun 2017 Nomor 5/D, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Madiun Nomor 39);

20. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
dan
WALIKOTA MADIUN

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 04

TAHUN 2009 TENTANG LARANGAN PEREDARAN GARAM
KONSUMSI TIDAK BERYODIUM.
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Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Madiun

Nomor 04 Tahun 2009 tentang Larangan Peredaran Garam

Konsumsi Tidak Beryodium (Lembaran Daerah Kota Madiun

Tahun 2009 Nomor 2/E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 8
Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 secara keseluruhan

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Madiun.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota
Madiun.

3. Walikota adalah Walikota Madiun.

4. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana adalah
Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota
Madiun.

5. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kota
Madiun.

6. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas
Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun
dan Kepala Dinas Perdagangan Kota Madiun.

7. Badan dan/atau Badan Hukum adalah suatu
bentuk badan wusaha yang meliputi Perseroan
Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya,
Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan
nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan,
Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi atau
Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun,

Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Lainnya.
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8. Garam Konsumsi adalah Garam yang
dipergunakan untuk konsumsi dengan kadar NaCl
paling sedikit 94,7 % sampai dengan kurang dari
97 % dihitung dari basis kering, dengan Pos
Trif/HS ex. 2501.00.90.10.;

9. Pengemasan garam Dberyodium adalah cara
melindungi garam beryodium yang diperdagangkan
agar tetap terjamin mutu dan berat isinya dengan
menggunakan bahan dan teknologi kemasan yang
memenuhi persyaratan.

10. Pelabelan garam beryodium adalah pemberian
tanda SNI, nama perusahaan dan tanda-tanda lain
yang dipersyaratkan pada kemasan garam
beryodium yang diperdagangkan.

11. Peredaran garam beryodium adalah setiap kegiatan
atau  serangkaian  kegiatan dalam = rangka
penyaluran garam beryodium kepada masyarakat,
baik untuk diperdagangkan maupun tidak.

12. Perdagangan garam beryodium adalah setiap
kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka
penjualan dan/atau pembelian garam beryodium,
termasuk penawaran untuk menjual garam
beryodium, dan kegiatan lain yang berkenaan
dengan pemindahtanganan garam beryodium
dengan memperoleh imbalan.

13. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya
disingkat SNI adalah Standar Nasional Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang

Standardisasi Nasional.
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2. Judul Bab II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I1
SUBJEK DAN OBJEK LARANGAN

3. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Subjek larangan adalah setiap orang atau Badan
dan/atau Badan Hukum yang melakukan
perdagangan atau peredaran garam konsumsi yang
tidak beryodium di Daerah.

(2) Objek larangan adalah semua garam konsumsi

tidak beryodium yang beredar di Daerah.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Setiap orang atau Badan dan/atau Badan Hukum
yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), diancam pidana
kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda
paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalah Pelanggaran.
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Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkandi MADIUN
pada tanggal 24 September 2018

WALIKOTA MADIUN,
ttd

H. SUGENG RISMIYANTO
Diundangkandi MADIUN
pada tanggal 24 September 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH,
ttd

RUSDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN

TAHUN 2018 NOMOR 14 / D Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,

u.b.
Kepala Bagian Hukum,

Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR :
194-23/2018
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 23 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 04 TAHUN 2009
TENTANG
LARANGAN PEREDARAN GARAM KONSUMSI TIDAK BERYODIUM

I. UMUM

Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya
manusia, dipandang perlu melakukan upaya pencegahan dan
penanggulangan berbagai gangguan terhadap kesehatan manusia akibat
dari kekurangan yodium, sehingga penggunaan garam beryodium perlu
dimasyarakatkan. Pemerintah Kota Madiun melakukan upaya sistematis
melalui larangan peredaran garam konsumsi yang tidak beryodium untuk
melindungi masyarakat Kota Madiun dari peredaran garam konsumsi
tidak beryodium. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota
Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04
Tahun 2009 tentang Larangan Peredaran Garam Konsumsi Tidak

Beryodium, dipandang sudah tidak sesuai, sehingga perlu diubah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Angka 1
Pasal 1
Cukup jelas.
Angka 2
Pasal 2

Cukup jelas.
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Angka 3
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 56
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